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ABSTRAK

Zaki Fuad Khalil, TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK
2020 PEMBANGUNAN RUMAH DHUAFA
(Suatu Penditian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(v, .80)., pp., tabl., bibl. app

Adi Hermansyah, SH, MH

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penipuan yaitu
barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Meski sanksi pidana untuk pelaku penipuan telah
dinyatakan dengan tegas dalam KUHP namun tetap saja tindak pidana penipuan masih sering
terjadi.

Pendlitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan
proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk
men;j el askan modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah
dhuafa.

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan metode pendlitian hukum normatif -
empiris melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penditian
lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan
dan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelgjari sumber-suber
tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penditian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek
pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor
keimanan, faktor keinginan, faktor ekonomi, faktor kesempatan, faktor lingkungan, dan faktor
peranan korban. Modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu terdakwa berpura-pura sebagai orang Yyang dekat
dengan Dinas Cipta Karya, dan memiliki beberapa kenalan di Cipta Karya Aceh. Dasar pertimbangan
hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa adalah
Pertimbangan yang bersifat yuridis, dakwaan jaksa penuntut umum yaitu keterangan terdakwa,
keterangan saksi, barang bukti, pasal -pasal peraturan hukum pidana dan pertimbangan non yuridis
yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, keadaan sosial ekonomi  terdakwa,
terdakwa mengakui perbuatannya, sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah di hukum,
terdakwa mengembalikan uang dan adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya.

Disarankan kepada penegak hukum dalam hal ini hakim agar lebih bijaksana dan teliti dalam
memutuskan suatu putusan terhadap suatu tindak pidana, guna untuk memberikan efek jera kepada
pelaku tindak pidana dan memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada seluruh masyarakat.
Dan membangun kerjasama antara instansi kepolisian dengan intansi pemerintah maupun non
pemerintah demi mencegah terjadinya tindak pidana supaya meningkatnya keamanan dan
ketrentaman masyarakat.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan
yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan
atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia
itu akan dapat dipenuhi, waaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak
memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak
pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa
pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusialain.

Kgahatan-kgjahatan semakin hari semakin mergaela terjadi dikalangan
masyarakat, ha ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu sga kejahatan-
kgiahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga
sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut,
kegjahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penipuan. Tindak
pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan
ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak
pidana.

Tindak pidana penipuan dilakukan guna mendapatkan keuntungan bagi diri
pelaku maupun bagi orang lain dengan melawan hukum, diantaranya tindak pidana
penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang dimaksud dengan penipuan yaitu:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun.

Banyak hal yang menjadi faktor dari penipuan tersebut misalnya faktor
kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh
uang tanpa harus bekerja keras. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyaklah
penipuan tersebut memanfaatkan teknologi, seperti penipuan dengan sms ataupun
dengan internet. Banyak modus dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk
keuntungan dengan cara melawan hukum, ada juga dengan cara mengaku sebagai
orang pintar atau orang sakti yang bisa menggandakan uang atau menjadi kaya tanpa
harus bekerja keras.

Tindak pidana penipuan juga terjadi dalam proyek pembangunan rumah
dhuafa yang dicanangkan Pemerintah Aceh dalam upaya pemenuhan kebutuhan
rumah layak huni dan sehat bagi penduduk miskin di Provinsi Aceh. Pada tahun 2018
Pemerintah Aceh membangun sebanyak 4.142 rumah duafa di seluruh Aceh dan
untuk tahun 2019 Pemerintah Aceh kembali merencanakan sebanyak 6.000 rumah
bagi kaum dhuafa. Proyek tersebut dilelang dengan jumlah10-20 rumah seharga Rp
85 juta dengan spesifikasi tipe 36, atap seng, lantai keramik, dinding beton, ditambah
dapur dan kamar mandi. *

Namun ada yang mengambil kesempatan tersebut untuk menipu orang lain.
Modus penipuan yang dilakukan umumnya meminta uang jaminan atas kesanggupan
korban untuk membangun rumah dhuafa. Pelaku penipuan biasanya memang sengaja
mencari orang-orang yang bergerak pada proyek pembangunan rumah dhuafa untuk
dijerat untuk bekerjasama dan berujung dengan meminta uang jaminan atau jaminan fee

atas kesanggupan korban untuk membangun rumah dhuafa.

! http://aceh.tribunnews.com/2018/08/24/4142-rumah-duafa-bel um-dibangun.



Salah satu kasus penipuan yang terjadi adalah pelaku penipuan berpura-pura
sebagai orang dekat dari karyawan Dinas Cipta Karya, sebagal perpanjangan tangan
orang Dinas atau penghubung antara Dinas dengan pihak kontraktor dan mengaku
mampu mengurus kerjasama antara kontraktor dan pihak dinas dengan pihak Dinas
Cipta Karya dan meminta fee sebesar  Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-unit.
Pembayaran uang fee 50% (lima puluh persen) dulu untuk pembuatan dokumen
pekerjaan. Namun Proyek Perumahan Rumah Layak Huni atau Rumah Duafa yang
dijanjikan oleh terdakwa tidak ada atau fiktif dan uang milik saksi korban M.Usman
ternyata digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatan
terdakwa sehingga saks M. Usman mengalami  kerungian sebesar Rp.95.000.000,-

(sembilan puluh limajuta rupiah).

Rumusan M asalah

Berdasarkan uraian di atas maka penditi ingin melakukan penelitian
mengenai tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Rumusan masalah yang ditentukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek pembangunan

rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?

2. Bagaimanakah modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa

di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?

? Sayed Kadhim Syah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Juni 2019



3. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak

pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa?

Ruang Lingkup Dan Tujuan Pendlitian
1. Ruang Lingkup Pendlitian
Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pokok
pembahasannya mengenai tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah
dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek
pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
b. Untuk menjelaskan modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah
dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
c. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif

ringan terhadap pelaku tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa.

M etode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif -
empiris dengan rancangan sebagal berikut:
1. Definisi Operasional Variabe
a. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, larangan mana diserta ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu bagi barang siapa melanggar |arangan tersebut.



. Penipuan adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara

melawan hukum, dengan memaka nama pasu/martabat pasu, dengan tipu
muslihatmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya/supaya

memberi hutang/menghapuskan piutang.

. Pembangunan rumah bagi kaum dhuafa merupakan progam Pemerintah Aceh

untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi penduduk miskin

di Aceh yang sumber dananya berasal dari APBN.

. Lokas dan Populasi

a. Lokas Pendlitian

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh. Alasan pemilihan lokas ini karena terdapat
kasus-kasus tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa yang diadili di

Pengadilan Negeri Banda Aceh.

. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri
Banda Aceh, Penydik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Pelaku Tindak Pidana,

Penyidik dan Pakar Hukum Pidana.

. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling

yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang
diperkirakan dapat mewakili populasi dan dapat memberikan informasi sesuai dengan
tema penditianini.?

a. Responden:

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh : Bapak Sayed Khadim Syah

% Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007,

him. 72.



2. Jaksa Penuntut Umum : Bapak Zulkifli, S.H.,
3. Pelaku Tindak Pidana
4. Dinas PU CiptaKarya: Bapak Fadhil, ST., M.T
b. Informan:
1. Penyidik Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh : Rony Setiawan
2. Pakar Hukum Pidana: Bripka
4. Cara Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan

skripsi ini dilakukan metode penelitian normatif-empiris yaitu: *

a. Penelitian Lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan melakukan
wawancara serta diskus dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan
objek pendlitian.

b. Penelitian Pustaka (literature research), yaitu suatu teknik penelitian yang
digunakan oleh pendliti untuk mendapatkan data skunder dengan melakukan
penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan bahan-
bahan lainnya yang berkaitan dengan penélitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data
Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder
selanjutnya dianaisis secara kualitatif dan disgjikan secara deskriptif dengan

memaparkan dan menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti.”

E. Sistematika Pembahasan

* Sekanto dan Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2010, him. 229.

®> Amiruddin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2010, him. 153.



Daam penulisan penelitian ini dibagi dalam empat bab dengan kerangka sebagai

berikut:

BAB |

BAB |1

BAB |11

BAB IV

Merupakan bagian pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang
Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian,keaslian penédlitian, Tinjauan
Teoritik, Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.
Merupakan tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana (Stratbaar
Feit), Tindak Pidana Penipuan, Teori Pertimbangan Hakim, Teori Penyebab
Terjadinya Tindak Pidana dan Teori Penanggulangan Tindak Pidana.
Merupakan bab yang menbahas inti dari penelitian ini yang mengkaji tentang
Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek pembangunan
rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Modus
operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana

penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa.

Merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian skripsi dalam kaitannya dengan permasalahan Tindak Pidana Penipuan Proyek
Pembaguanan Rumah Dhuafa



BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN
PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH DHUAFA

A. Pengertian Tindak Pidana (Stratbaar Feit)

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam
memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam KUHP dikenal dengan
istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering
mempergunakan istilah delik, peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.
Tindak pidana mempunya pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwva yang
kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti
yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah
yang dipakal sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau ganguan terhadap ketertiban
hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Tindak pidana merupakan suatu
istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum
pidana.*

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih

lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan

! Alam A.S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, him. 79.



yaitu perbuatan pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan dan antara larangan dan
ancaman pidana ada hubungan erat.?

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana
akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa perbuatan pidana adalah suatu
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.’

Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Menurut Para Ahli  Seperti yang
diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa
pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidanatertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Jadi berdasarkan pendapat yang telah disebutkan di atas makan dapat dipahami
bahwa pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana
atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau
melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang
disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan
sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang
melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Penyebutan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan
sebagainya itu adaah untuk mengaihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit namun belum
jelas apakah disamping mengdihkan bahasa dari istilah sratfbaar feit dimaksudkan untuk

mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum

2 Moeljatno, Fungsi & Tujuan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2007, him. 34
3 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992. him 30.
* Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, him. 54.



belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengdihkan
bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan.”

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana pada umumnya dapat
dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur subjektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri s pelaku atau
yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu
yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang
berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.®

B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 (dua)
sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Kamus Besar Bahasa
Indonesia dan menurut pengertian yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong,
pasu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari
untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).

Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak,
yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan
merupakan suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau
bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk

kepentingan dirinya atau kelompok. Menurut KBBI bahwa tipu berarti kecoh, daya

5 Mohammad Taufik makarao, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2008, him. 3.
® Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, Bahan Tambahan Pangan, Kanisius, Y ogyakarta, 2006, him. 54.



C.

cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan,
mengakali, atau mencari untung.’

Menurut pengertian yuridis penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum
sampal saat inibelum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan
daam KUHP bukanlah suatu defenis melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-
unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat
dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan yaitu barangsiapa dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang,

diancam karena penipuan engan pidana penjara paling lama empat Tahun.

Teori Pemidanaan

Pidana berasal dari kata straf (bahasa Belanda), yang disebut dengan istilah
hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim
merupakan terjemahan dari rech. Menurut Adami Chazawi, pidana lebih tepat
didefenisikan sebagai suatu perbuatan yang senggja dijatuhkan/ diberikan oleh negara
kepada seeseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas
perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan
dalam hukum pidanaini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).?

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu aat bukan tujuan dari hukum

pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasatidak enak bagi

" Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, him. 165.

8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, him. 24.



yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah
ketertiban, melindungi kepentingankepentingan umum yang dilindungi oleh hukum.
Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan
untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujugan
untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

Sedangkan Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanks dan juga tahap
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai
hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai
suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama
karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuens postif bagi S terpidana,
korban juga orang lan ddam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori
konsekuensidisme. Pidana dijatunkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku
kg ahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagal upaya
balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku keahatan
sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kegahatan serupa. Pemberian
pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap
perencanaan yaitu pemberian pidana oleh pembuat undang-undang, pemberian pidana
oleh badan yang berwenang dan pemberian pidana oleh instans pelaksana yang
berwenang.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis
pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana
dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana
pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana

tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari, Pidana pencabutan hak-hak



tertentu,Pidana perampasan barang-barang tertentu dan Pidana pengumuman putusan
hakim.?

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan
integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai
tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian
dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus
menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist
yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapal apabula tujuan yang Theological tersebut
dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.”

Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai
berikut:

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatunkan semata-mata karena orang yang telah
melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Imamanuel Kant memandang pidana
sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena
ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan.
Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Imamanuel Kant
di dalam bukunya “Philosophy of Law” yaitu pidana tidak pernah dilaksanakan
semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi
sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan
karena orang yang bersangkutan tel ah melakukan sesuatu kejahatan.™

Mengenal teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat

sebagai berikut :

° 1bid him. 24.
19 Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung.
" Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.



Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang
praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kgahatan itu sendirilah yang mengandung
unsur-unsur dijatunkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu
kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.** Artinya teori
pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku keahatan, padahal
sipelaku kgahatan mempunya hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang
berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan/ Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat
digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang
bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan
memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia
tempat yang lebih baik.*

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada
tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat
kesalahan) melakukan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka
cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat.

Mengena tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan
menjadi duaistilah, yaitu :

a. Prevens special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevens

khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi

2 Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta,
Bandung, 2002, him. 49.

3 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2002, him. 67.

¥ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 2005, him.
121.



perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana
untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat
dan martabatnya.
b. Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum
Prevenss General menekankan bahwa tujuan pidana adalaha untuk
mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana
ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-
nakuti. Artinya pencegahan kegahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah
dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk
tidak melakukuan tindak pidana.
Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya

prevens genera yaitu :

a. Pengaruh pencegahan.

b. Pengaruh untuk memperkuat |arangan-larangan moral.

c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.
Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen

berpendapat bahwa prevensi general mempunya tigafungsi, yaitu :*°

a. Menegakan Kewibawaan

b. Menegakan Norma

c. Membentuk Norma.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan,

tujuan pidana selau membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk

% |bid, him. 101.



melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya
pidanatidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.*

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis
pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagal asas dari pidana bahwa
beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana
mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam
masyarakat dan prevensi general’*

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruh, yaitu :

a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembaasan, tetapi sifatnya yang
berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het
Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri
dari sanks lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya
akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi
kepentingan umum.

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan
adalah sfat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan
masyarakat.

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib
masyarakat.'®

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat

dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidanayaitu :

16 Opcit, him. 88.

7 Opcit, him.123.

8 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradya
Paramita, Jakarta, 2000, him. 160.



a. Segi Prevens, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk
dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan
kejahatan.

b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu
hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.*

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas
perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana
mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan
membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang
dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnyalah tujuan
pidana adalah membentuk kesgahteraan negara dan masyarakat yang tidak
bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum
Universtas Diponegoro. Dewasa ini masdah pemidanaan menjadi sangat kompleks
sebagal akibat dari usaha untuk |eboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-
hak asas manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasiona dan fungsiona. Untuk ini
diperlukan pendekatan multi dimensond yang bersfat mendasar terhadap dampak
pemidanaan, bailk yang menyangkut dampak yang bersfat individua maupun dampak
yang bersifat sosial.®

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih
teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam
rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana

(individual and social damages).

9 Opcit, him. 146.
% Opcit, him.198.



Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atyas
alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan
secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp,
bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan
seseorang terhadapa hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai
ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin
dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori
tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan
persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan
bahwa berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan
martabatnya sebaga mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk
mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosid. Pancasia yang
bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa
kebahagiaan hidup akan tercapal apabila didasarkan atas kesdlarasan dan keseimbangan,
baik dalam hidup manusia dengan adam, hubungannya dengan bangsa lain dan hubungan
manusia dengan Tuhannya, maupun daam mengegar kemgjuan lahirlah dan kebahagiaan
rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert
L. Packer yaitu hanya ada dua tujuan untama dari pemidanaan, yakni pengenaan
penderitaan yang setimpa terhadap penjahat dan pencegahan keahatan. Teori
pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan
pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi

diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.



Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat
definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan
pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupaka suatu kebutuhan, tetapi
merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan
atas nama tujuan-tujuan yang pencapai annya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan dasan-dasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi
menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan
individud dan sosd (individua and socia damages) yang diakibatkan oleh tindak
pidana. Hd ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan
catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sfatnya kasuitis. Perangkat
tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas addah pencegahan (umum dan khusus),
perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbaan/

pengimbangan.

D. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan
terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung
kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang
bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan
cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim
yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung.®

Hakim dalam menjatunkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya
kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hakim sebagai penegak

hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

2 yulies TienaM, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, him. 60.



yang ada dalam masyarakat, jakim merupakan perumus dan penggali dari nilai nilai
hukum yang hidup dalam kalangan rakyat, sehingga harus terjum ke tengah tengah
masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.?

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,
menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam
ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan mengadili menutut hukum
dengan tidak mebeda-bedakan. Hal ini berarti seorang hakim diwajibkan untuk
menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak kepada satu pihak. Tidak
memihak dalam pengertian tersebut adalah hakim tidak dibenakan untuk memilih
yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada
kebenaran. Tidak memihak juga sdapat diartikan tidak berat sebelah dalam
pertimbangan dan penilaiannya.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis
dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yurdis adalah pertimbangan hakim yang
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-
Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan
jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan
dalam pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan non-yuridis dapat
dilihat dari latar belakan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.®

Hakim memiliki tugas dibidang yudisial yaitu menerima, memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara uang digukan kepadanya. Para

pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang digjukan

% prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011, him. 32.
% Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, him. 212.



kepengadilan dapat di utus oleh hakim yang propesional dan memiliki integrasi moral
yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan
aturan perundang-undangan.*

Pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut diatas, dicatat dalam buku
himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut
diatas bersifat rahasia. Adapun bentuk-bentuk putusan hakim meliputiPutusan Bebas
(Vrijspraak) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum dan Putusan Pemidanaan
(Veroodelling).%

Apabila seprang hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin
berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa
melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, jika dalam
menjatuhkan putusan pemidanaan, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat
diperintahkan Mgjelis Hakim supaya ditahan.

Putusan hakim atau sering disebut putusan pengadilan sangat diperlukan untuk
menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim ditentukan melalui musyawarah majelis
hakim. Musyawarah majelis ini sedapat mungkin merupakan permufakatan yang bulat,
kecuai jika ha itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka

ditempuh dua cara yaitu:

a. Putusan diambil dengan suaraterbanyak dan
b. Jika yang tersebut atidak dapat diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim

yang paling menguntungkan terdakwa.

2 pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana, Alumni,
Bandung, 2005, him. 231.
% Ibid, him. 231.



Menurut Andi Hamzah, ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa,
karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan terbukti dan oleh karenaitu
terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak
terbukti dan hakim yang ketiga abstain, maka terjadilah pembebasan terdakwa
(vrijspraak).?® Pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut diatas, dicatat dalam buku
himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut
diatas bersifat rahasia.

Adapun bentuk-bentuk putusan hakim meliputi:

a. Putusan Bebas

Putusan Bebas (Vrijspraak) terjadi karena ketiadaan alat bukti seperti yang
ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif
sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Selain itu maelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang
ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan
kesalahan terdakwa

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan

pelepasan dari segal a tuntutan hukum.
c. Putusan Pemidanaan (Veroodelling)

Putusan pemidanaan atau pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 (1) KUHAP
dengan redaksional bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan
pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin

berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa

% |bid, him. 231.



melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, jika dalam
menjatuhkan putusan pemidanaan, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat

diperintahkan Majelis Hakim supaya ditahan.

E. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang
memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis
kgahatan diartikan sebaga suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh
undang-undang. Tindak pidana juga disebut sebagal suatu perbuatan suatu tindakan yang
secara umum  memiliki  arti perbuatan yang tidak sesua dengan hukum yang
berlaku.Berdasarkan arti kejahatan berasa dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan
mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik.?’

Berarti secara bahasa, tindak pidana adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang
melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku
yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian tindak pidana, secara
yuridis tindak pidana adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan
hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.Sedangkan, secara kriminologi
kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Tindak pidanalkejahatan termasuk dalam ranah ilmu kriminologi yang merupakan
ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan dengan cara seluas-
luasnya. Menurut Wahju Muljono kriminologi menja dua yaitu kriminologi sebagai
perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan
baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya dan etiologi kriminal adalah ilmu

yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan.

T Opcit, him.196.
28 Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Y ustisia, Y ogyakarta, 2012. him. 35.



[Imu kriminologi yang pada prinsipnya berorientasi pada pembuatan hukum
meliputi bahasan mengenai konsep kejahatan, sigpa pembuat hukum dengan faktor-
faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum, pelanggaran hukum yang dapat
meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya dan reaksi terhadap pelanggaran hukum melaui
suatu proses peradilan pidana dan reaksi dari masyarakat.?
Sue Titus Reld sebagaimana dikutip oleh M.Ali Zaidan menyatakan bahwa
kgahatan adalah suatu perbuatan yang disengga (intentional act) maupun kelalaian
(ocomission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupunputusan hakim yang dilakukan
oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanks oleh
Negara sebaga kegahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah
sebagal berikut: ¥
a. Kgahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini
seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu
tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga
merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewgiban hukum untuk bertindak dalam
keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.

c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagal suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan
memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya,

Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.®

2 Lilik Mulyadi, 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Alumni, Bandung, him. 95.
% M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 11-12.
3L Y ermil Anwar Adang, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, him 179.



Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa
kgjahatan sekedar perilaku sga belum cukup untuk dianggap sebaga kejahatan.
Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti
daripada sekedar melihat kgjahatan sebagai label atau etiket seperti pencuri, pemerkosa,
pembunuh, dan sebagainya. Keahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut
pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagal perbuatan yang menyimpang dari nilai-
nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.*

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi
penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan menjadi dua golongan,
yaitu sebagai berikut:*

1. Teori Kriminologi Konvensional
Teori kriminologi konvensional membagi penyebab terjadinya keahatan
dalam tujuh macam yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki,
demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang yang secara
kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagal
penyebabnya.
2. Teori Kriminologi Modern
Kgahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan
kegjahatan yang ada dalam masyarakat. Perilaku kriminal, baik meliputi teknik
kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelgari melalui
asosias yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk

norma hukum.®

% bid., him 179.
33 op.Cit, him. 97.
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Dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku
kegjahatan, tetapi mula memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya
korban kegjahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem
peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali
memiliki kualitas sebagai saks (saks korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagal
aat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkaran pidana.

Menurut pendapat Indah Sri Utami, bahwa suatu kejahatan juga dapat timbul
yang disebabkan oleh banyak hal lainnya yakni:*

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang
dibawa sgjak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan
tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan
tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat
bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.Faktor
biologis juga menggambarkan bahwa keahatan dapat dilihat dari fisk pelaku
kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang
tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya
kejahatan, hanya sgja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang
pelaku kegahatan. Selain itu, pelaku kgahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki
sgiak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan
dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

% |ndah Sri Utami, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Y ogyakarta, 2012, him. 48.



Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminditas timbul karena faktor
intelegens, ciri kepribadian, motivas, skap-skap yang sdah, fantas, rasonadisad,
internaisas diri yang keliru, konflik batin, emos yang kontroversial dan kecenderungan
psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaks terhadap masaah psikis, misanya
pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau sadlah asuhan karena orangtua terlau
sbuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kgahatan addah
psikologis dari seorang pelaku kegahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons
terhadap berbagal macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk mel akukan
kg ahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan
hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi cenderung
lebih mudah untuk mengonsums alkohol demi membantu mengurangi beban hidup
yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang
yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa
melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang
sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak
kunjung dapat ialakukan karenatak memiliki penghasilan tetap.*®

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi
terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan
cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang
yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali
dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong

seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sgaan dengan

% |bid, him. 48.



pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam
analisis kgahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Daam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena
kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak
korban.Kgjahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi,
termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.*” Faktor ekonomi
ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu
yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang
untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada bebergpa faktor lain
misa faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan
yang rendah, karena ddam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan.
Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi
pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga ha ini bisa
memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi
mencapal suatu keinginannya.®

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan
ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.Teori ini menggambarkan bahwa
untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi.
Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi
terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis
Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis

atau sosia pskologis adalah pengaruh struktur sosia yang deviatif, tekanan

3 Op.cit, him. 77.
% Opcit, him 72-73



kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisass simbolis yang keliru.
Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang
kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan
agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengarunhi
oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan keamanan serta teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa
orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru

keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan
pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh
penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosia-ekonomis
penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga
karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.*

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari
faktor ini adalah penyebab keahatandilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu
tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari
diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di
pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kegahatan terhadap harta benda,

pencurian ataupun perampokan, ha ini terjadi karena biasanya orang-orang yang

% Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, him. 121-122.



tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosia ketimbang keamanan dirinya,
dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang
rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor
diserta dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan
bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk
melakukan kegahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi
terjadinya kgahatan pencurian kendaran bermotor.Faktor sosiologis juga memiliki
peranan penting terhadap terjadinya suatu ke ahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk,
ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosia dan keluarga, keadaan
yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya
identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kgjahatan yang ada di muka bumi ini:*

1. Kgahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan
kriminil seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

2. Kgjahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian
kendaraan bermotor.

3. Kgahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan
oleh orang berkedudukan tinggi.

4. Kegjahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.

5. Kgahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat
apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misa

pelacuran.

“ Ediwarman, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing, Y ogyakarta,
2014, him. 52.



Kgahatan konvensiona antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama denan

kekerasan dan pemberatan.

. Kgahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian

terorganisas serta pengedaran narkotika.

Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku
sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu
kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kegjahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya

adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis,

termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan,

yakni:

1.

Terlantarnya anak-anak, kegahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan
bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa
pada umumnya sgak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya
sgjak kecil.

Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasikan bahwa angka
pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar
yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat
berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.

Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari
golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan
oleh garan kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa

pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan



dan sedangkan keahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu
ingin meiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati
posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek
mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap
harta benda

5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang
memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan
pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.*

Kesulitan-kesulitan bagi orang orang daam masyarakat modern untuk berintegras
sebagaimana mestinya diddam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun
lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian
kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosal di masyarakat bisa mengakibatkan
terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar
masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga
jikamelakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya
kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada
kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik
kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kegahatan dari lingkungan
manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk,

hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan

“*Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Y ogyakarta, 2013, him. 98-101.



perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan
menimbulkan konflik sosia yang beragam.

Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini
dipengaruhi oleh semakin meningkatnya saranna transportasi, sehingga hal tersebut
seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain
dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan
kejahatan yang makin beragam.*

Urbanisas juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak
perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan
di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat
penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab
kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung
menyebabkan terjadinya keahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang
baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan
kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosia,
selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban.
Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh
terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosid yang berlaku di
antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan
banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

2 |bid him. 103.



Teori ini meihat terjadinya kgahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang
terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misanya akibat dari padatnya
penduduk suatu daerah karena urbanisas, ha ini mengakibatkan persaingan ekonomi
yang ketat, sehingga mengakibatkan pengangguran di daerah. Banyaknya pengangguran
ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya,
termasuk melakukan ke ahatan.

. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belgar, yaitu perilaku kejahatan adalah
perilaku yang dipelgari. Ada 9 proposis dalam proses terjadinya kejahatan yakni
sebagai berikut:*

a. Perilaku kegjahatan adalah perilaku yang dipelgari bukan diwarisi.

b. Perilaku kgjahatan dipelgjari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses
komunikasi.

c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelgjari tingkah laku kejahatan terjadi
dalam kelompok personal yang intim.

d. Apabila perilaku kgjahatan dipelgari, maka yang dipelgari tersebut yaitu, teknik
melakukan kegahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan
pembenar dan sikap.

e. Arah dari motif dan dorongan dipelgari melalui batasan hukum, baik sebagai hal
yang menguntungkan maupun yang tidak.

f. Sesesorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola
tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.

g. Differential  Association dapat bervarias dalam frekuensinya, lamanya,

prioritasnya, dan intensitasnya.
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h. Proses mempelgari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola
kgahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang
melibatkan pada setiap proses belgar pada umumnya;

i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai
umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.*

Menurut pendapat Siswanto Sunarso bahwa terdapat dua sifat yang mendasar
(melekat) dari korban, yaitu penderitaan (suffering) dan ketidakadilan (injustice).
Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab
hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya
menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum.*

Daam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak sgja dipandang
daam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan
penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada
posis sebagai akibat kegjahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara
individu, kelompok, ataupun negara.

Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban in
abstracto dan secara tidak langsung. Tindak pidana positif tidak dilihat sebagai
perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara
pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib
hukum in abstracto. Pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah
pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan

konkret, tetapi pertanggung jawaban pribadi.*

| .S.Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Y ogyakarta, 2011, him. 80-94.
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Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal
tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan,
yaitu kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan
publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi
oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif dan kejahatan yang
dipahami sebagal pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga
melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar
kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada
konsep keadilan restoratif.*

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap
tertib publik atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari
warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik
masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban
secara eksklusif oleh negara penuntutan dan penegakannya. Pemidanaan model
retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolass dan tidak
memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresi dari terdakwa dan
penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau
merendahkannya.®®

Daam banyak hal, polisi dan jaksa dadam melakukan tugas dengan dalih
membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu
institus tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi
yang tiada lain adalah sebagal salah satu aat bukti dalam proses pembuktian sehingga

korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh keahatan (pelanggaran

a7 Maya Indah C.S, Perlindungan Korban: SQuatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi, Kencana
Prenada, Jakarta, 2014, him. 134.
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hukum pidana) dan oleh reaks masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan
retributif adalah pembal asan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat
tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga
penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka
terikat olen seperangkat norma dan nilai-nila umum, kejahatan identik dengan
penyimpangan sosia.® Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam
berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kegahatan jika ia melanggar
peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta
dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika
ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan
sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga
perbuatannyatidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan
orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat
sekdlilingnya sehinggaia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.*®

Kgahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti
adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law)
merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.
Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang disel esaikan secara non pendl;

3. Perilaku yang dideskriminalisasi;

“® Anang Priyanto, Kriminologi, Ombak, Y ogyakarta, 2012, him. 77.
* Op.Cit, him. 115.



4. Populas pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.™

Kgahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang
yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan
cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan
juga frustas dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris
yang dilakukan oleh peneliti Steven Box.

Sgjalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun
1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam
analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi,
keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk
kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kegjahatan di Indonesia salah satunya
juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan

ketidakadilan ekonomi.®?

Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak
sekali teori yang menjelaskan tentang berbagi penyebab kejahatan pencurian kendaraan
bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori
penanggulangan keahatan. Setelah kita mengetahui penyebab keahatan, maka
selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan.

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan

> Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Y ogyakarta, him. 78-79.
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kepada pel aku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan
sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.®

Upaya penanggulangan keahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku
seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau
dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri
atas 3 bagian pokok yaitu upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif.>
1. Upaya Penanggulangan Secara Preemtif

Preemtif atau (mora) adalah upaya awa yang dilakukan oleh pihak kepolisan
untuk mencegah terjadinyatindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah
menanamkan nilai atau norma daam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk
melakukan pelanggaran/kegahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan ha tersebut
maka tidak akan terjadi kegahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang
meskipun ada kesempatan.

Upaya Penanggulangan Secara Preemtif juga merupakan upaya-upaya awal
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan.Usaha-
usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah
menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut
terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk
melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak
akan terjadi kgahatan. Jadi, daam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang
meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emtif ini pihak Kepolisian sebagai penegak
hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor

dengan cara memberikan pengertian tentang pentingya menaati hukum yang berlaku.

% Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpolisian Masyarakat, Jakarta, 2005, him 2.
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Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini
adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan
terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan,
atau dengan memberikan pelgaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah
media massa, media massa balk cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya
kegjahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya
kegjahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus- menerus,
sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai
bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi
semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk
kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan ke ahatan,
upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat
melalui usaha yang sistematik untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat
tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan
dibatas hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun
menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi keahatan
melalui upaya pre-emtif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa
memengaruhi masyarakat sekitarnya melaui usaha-ussha membangkitkan jiwa
kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan
yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran
akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik

adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan



intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan
nilai.®
2. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih
daam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah
kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali,
sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat
perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Upaya penaggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah
terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan
secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang
tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di daamnya
mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu
kejahatan.®

Mencegah kegahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat
menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan
bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh sigpa sgja
tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa
terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kajahatan yaitu:*

1. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-
dorongan sosia atau tekanan-tekanan sosia dan tekanan ekonomi yang dapat

mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
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2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensiaitas
kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan
biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang
cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa
kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan
sosid yang mempengaruhi seseoerang ke arah tingkah laku kriminal dapat
dikembalikan pada keadaan baik.

Pihak Kepolisan dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait
dengan kgahatan dan memberikan pelgaran tentang pengaturan hukum terkait
dengan kejahatan.Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain
itupula Pihak Kepolisan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang
tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat
harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi
melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan
dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosia dan tekanan ekonomi yang
dapat memengaruhi tingkah lakusesorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya,
memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas
kriminal atau sosial, sekalipun potensia tersebut disebabkan karena gangguan
biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosia
ekonomis yang cukup bak sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang

harmonis.®
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Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat
ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosid yang memengaruhi
seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik.
Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan,
biologis, psikologis, dan sosia merupakan faktor sekunder sgja. Kemudian juga
masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa
melakukan hal-ha yang bisa mencegah terjadinya keahatan dengan cara
meminimalisas terjadinya kgahatan melalui upaya misanya, sistem keamanan
lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan
upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula
dipadukan 3 kemauan ; political will, socia will dan individua will. Kehendak
pemerintah (pollitical will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial
(social will) melalui berbaga media melancarkan kehendak pemerintah, serta
kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individua will, berupa
kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri
untuk tidak berbuat kejahatan.® Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak
tersebut adalah dengan cara:

a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan
organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.

b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung
kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.

c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat,

murah dan sederhana.

% Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Y ogyakarta, 2013, him. 170.



d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan
kriminalitas.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan
dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik
dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para
ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara
penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar
penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang
saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan
berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta
partisipasi masyarakat.*®

. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan.
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku
kegjahatah sesual dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk
memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga
tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat
sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upayaini dilakukan pada saat telah terjadi kgjahatan yang tindakannya berupa

penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan

% |bid him. 172



adalah dengan cara menindak para pel aku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak
hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisitk maupun dengan menggunakan
senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain
demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan
kegjahatan kembali. Dalam ha penggunaan senjata api dan kontak fisik memang
Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba
kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tgjam atau senjata api, dan
juga apabila pel aku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. ©

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya
ini bersifat memberikan pelgaran kepada pelaku keahatan agar tak mengulangi
perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagal upaya pemberian efek jera sgja.
Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.®

Daam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunyatidak terlepas dari
sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan,
kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang

terangka dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya
dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatmant) dan Penghukuman (punishment

*! Ibid him. 173.
%2 M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 109.



BAB 111
TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH DHUAFA DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH

A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah
dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh
Banyak hal yang menjadi faktor dari penipuan tersebut misalnya faktor

kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh
uang tanpa harus bekerja keras. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyaklah
penipuan tersebut memanfaatkan teknologi, seperti penipuan dengan sms ataupun
dengan internet. Banyak modus dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk
keuntungan dengan cara melawan hukum, ada juga dengan cara mengaku sebagai
orang pintar atau orang sakti yang bisa menggandakan uang atau menjadi kaya tanpa
harus bekerja keras.

Tindak pidana penipuan juga terjadi dalam proyek pembangunan rumah dhuafa
yang dicanangkan Pemerintah Aceh dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah layak
huni dan sehat bagi penduduk miskin di Provinsi Aceh. Pada tahun 2018 Pemerintah
Aceh membangun sebanyak 4.142 rumah duafa di seluruh Aceh dan untuk tahun 2019
Pemerintah Aceh kembali merencanakan sebanyak 6.000 rumah bagi kaum dhuafa.
Proyek tersebut dilelang dengan jumlah10-20 rumah seharga Rp 85 juta dengan

spesifikas tipe 36, atap seng, lantai keramik, dinding beton, ditambah dapur dan kamar

mandi.*
Tabel 1
Kasus Penipuan Proyek Rumah Dhuafa Tahun 2018-2019
No Terdakwa No.Perkara Dasar Hukum Putusan Hakim
1 Msb Bin Nomor Pasal 378 KUHP, Menjatuhkan
(Alm) Abh 384/Pid.B/20 Undang-Undang pidana oleh karena
18/PN Bna No.8 Tahun 1981 itu terhadap

tentang KUHAP, Terdakwa tersebut

! http://aceh.tribunnews.com/2018/08/24/4142-rumah-duaf a-bel um-dibangun.



uu Kekuasan dengban

K ehakiman pidana penjara
sdama 2 (dud
tahun dan 6 (enam)

bulan;
2 Tar Nomor Pasa 378 KUHP, Menjatuhkan

Bin Abr 20/Pid.B/201  Undang-Undang pidana oleh karena
9/PN Bna No.8 Tahun 1981 itu terhadap
tentang KUHAP, Terdakwa tersebut

uu Kekuasan dengan
Kehakiman pidana penjara
selama 3 (tiga)

bulan;

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, termasuk
halnya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa. Sebagal
kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan
terhadap norma-norma, terutama norma hukum.

Di daam pergaulan manusia bersama, tindak pidana penipuan pemilikan
kendaraan bermotor secara melawan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau
pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-
tengah masyarakat, dimanasi pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah
kejahatan termasuk halnya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa.
Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri pelaku yang maksudnya
bahwa yang mempengaruhi  seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul
dari dalam diri s pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan
(penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar
diri pribadi s pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk
melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari

oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.



Adapun faktor penyebab yang mendominas terjadinya tindak pidana tindak
pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa adalah faktor ekonomi, faktor
keinginan, faktor kesempatan dan faktor lemahnya iman.

1. Faktor dari dalam diri pelaku
a. Faktor Keimanan

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor keimanan
karena kurangnya didikan keluarga pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan
dalam keluarga akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional
dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara emosional. Di dalam
keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang
memiliki norma-nomra dan kecakapan tertentu dalam pergaulan di lingkungan
masyarakat.

Berdasarkan  pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam
keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut.
Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar
ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang
dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.?
Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang
dalam keluarga disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah
terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun
bersama teman-temannya.

b. Faktor keinginan
Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan

perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penipuan. Dalam tindak

? Deky Reza Fahlefi, Kasubnit IDIK Il Pidana Umum Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara,
Tanggal 18 Juli 2019.



pidana penipuan ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya
kenginan untuk menguasai barang yang disewanya. Dalam beberapa contoh kasus
yang telah dibahas di atas maka ditemukan suatu pola bahwa para pelaku memang
sedari awal memang berniat untuk mengelabui korban. Hal ini dibuktikan dengan
tidak dipenuhinya perjanjian dan kesepakatan yang diperjanjikan.

Pelaku tindak pidana penipuan secara sadar mengetahui bahwa uang
jaminan dalam penguasaannya adalah milik korban dan memiliki kewgjiban untuk
mengembalikan uang tersebut sesual perjanjian namun karena adanya keinginan
untuk menguasai uang tersebut tersebut maka pelaku secara sengaja menunda
mengembalikan uang jaminan tersebut. Uang yang tersebutkemudian digunakan
untuk kepentingan pribadi dari pelaku.

Faktor adanya keinginan untuk menguasai barang yang bukan miliknya
inilah yang menjadi salah satu faktor intern utama mengapa seseorang melakukan
penggelapan, hal ini sgjalan dengan unsur tindak pidana penggel apan sebagaimana
diatur di daam Pasa 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana
didalamnya menyebutkan bahwa unsur subyektif nya adalah adanya kesengajaan
untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong
s pelaku  untuk melakukan sebuah keahatan berupa tindak pidana penipuan.
Misalnya seseorang yang membutuhkan uang untuk bersenang-senang, atau
keinginan yang kuat untuk memiliki uang hanya sgja keinginan tersebut dihambat

oleh faktor ketidakmampuan sehingga ia melakukan tindak pidana penipuan.



2. Faktor dari luar diri pelaku
a. Faktor ekonomi

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaan
maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan tingginya kebutuhan hidup, maka
seseorang akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan uang, sdah satunya
dengan cara melakukan penipuan. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa Tarmizi AR
Bin Abdurrahman yang menipu M. Usman. Ditambah dengan sifat konsumerisme
manusia daam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan
beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih
dahulu mengukur kemampuan ekonomi dirinya.

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh® menjelaskan bahwa akibat dari
aulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya
di Banda Aceh sekarang ini, sehingga mengakibatkan terdakwa ke ahatan yang tidak
puas dengan gqji yang diperolehnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya
yang sangat sulit sekdi, ha ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan
pintas dengan melakukan tindak pidana penipuan demi untuk mencari untung yang

besar sehingga mel akukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

b. Faktor kesempatan
Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah suatu
keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat
mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya

sangat menopang untuk terjadinya tindak pidana melakukan penipuan. Faktor ini

3 Sayed Kadhim Syah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Juni 2019.



terjadi biasanya karena korban mudah untuk ditipu atau juga faktor ini terjadi
karena pelaku memandang bahwa dirinya mampu melakukan penipuan terhadap
korban tertentu sehingga keinginan untuk memiliki uang dalam jumlah yang
banyak dengan cara mudah dapat terkabul.

Adanya kesempatan sering kali menjadi alasan mengapa seseorang
melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali untuk tindak pidana penipuan
dalam penelitian ini. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga Situasi-situasi
yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Situasi yang dimaksud pada kasus ini adalah situasi adanya pencanangan
yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah
layak huni dan sehat bagi penduduk miskin di Provinsi Aceh. Pada tahun 2018
Pemerintah Aceh membangun sebanyak 4.142 rumah duafa di seluruh Aceh dan
untuk tahun 2019 Pemerintah Aceh kembali merencanakan sebanyak 6.000
rumah bagi kaum dhuafa. Proyek tersebut dilelang dengan jumlah10-20 rumah
seharga Rp 85 juta dengan spesifikasi tipe 36, atap seng, lantai keramik,
dinding beton, ditambah dapur dan kamar mandi.

Berdasarkan atas proyek dicanangkan pemerintah tersebut pelaku
penipuan memiliki kesempatan untuk menjerat pelaku pembangunan rumah
dhuafa dengan mengiming-imingi korban untuk dapat ikut serta dalam proyek
tersebut yang berakhir dengan penyerahan uang jaminan, padaha Proyek
Perumahan Rumah Layak Huni atau Rumah Duafa yang dijanjikan oleh
terdakwa tidak ada atau fiktif dan uang milik saksi korban M.Usman
ternyata digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

c. Faktor lingkungan



Faktor lingkungan merupakan faktor diluar diri pelaku kegahatan yang
paling sering dikaitkan dengan mengapa seorang pelaku melakukan suatu tindak
pidana tertentu. Faktor lingkungan yang dimaksud disini tidak terbatas pada
kenyataan-kenyataan bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana bukan
hanya karena adanya kebutuhan akan uang melainkan berada pada ruang lingkup
yang lebih luas yaitu di tataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-upaya
orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kebiasaan ekonominya seperti berfoya-
foya.

d. Faktor peranan korban

Korban berperan dalam terjadi tindakan penipuan karena bila korban tidak
ceroboh dan mudah percaya pada orang yang baru dikenalnya maka tindakan
pelaku penipuan tidak terjadi. Korban sering sekali membuka peluang kepada

pelaku untuk menjalankan niat jahatnya.

B. Modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kgadian kasus penipuan dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dilakukan oleh terdakwa Tarmizi
Ar Bin Abdurrahman bermula ketika sakss M.Usman  pada bulan Me 2013,
bertempat di Hotel Meurah Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sedang
menunggu teman tiba-tiba datang terdakwa memperkenalkan diri  dan memberitahukan
bahwa ada Proyek Perumahan Rumah Layak Huni atau Rumah Duafa tahun
anggaran 2013 sebanyak 50 (lima puluh) unit di Dinas PU Cipta Karya untuk
dikerjakan di 3(tiga) Kabupaten/Kota yaitu :1. Kota Langsa sebanyak 15 (lima belas)
unit, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 20(dua puluh)unit dan Kota Subulussalam

sebanyak 15(lima belas)unut diberikan kepada terdakwa untuk mencarikan kontraktor,



kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia dekat dengan Dinas Cipta Karya, ada
beberapa orang kenalan dengan Pegawai Cipta Karya Aceh yaitu : 1.Sdr. Anwar, 2. Sdr.
Jufri dan 3. Sdr. Faridon sebagal perpanjangan tangan orang Dinas atau
penghubung antara Dinas dengan pihak kontraktor. Kalau sakss M.Usman sanggup
mengerjakan terdakwa berjanji akan mengurusnya dengan pihak Dinas oleh terdakwa
meminta fee  sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)per-unit lalu  saksi
M.Usman minta waktu.

Kemudian pada bulan Me 2013 terdakwa menghubungi kembali saks
M.Usman minta kepastian dan untuk ketemu di Hotel Meurah Lamnyong Kecamatan
Syiah Kuala Banda Aceh membicarakan kelanjutan masalah Proyek  Perumahan
Rumah Layak Huni atau Rumah Duafa tersebut apakah sanggup sakss M.Usman
kerjakan pekerjaan tersebut kalau sanggup terdakwa meminta uang fee 50% (lima puluh
persen) dulu untuk pembuatan dokumen pekerjaan, lau saksi Usman menanyakan
sstem cara kerjanya oleh terdakwa mengatakan pekerjaannya ada di: 3(tiga)
Kabupaten/Kota yaitu : 1. Kota Langsa sebanyak 15(lima belas)unit, 2. Kota
Subussalam sebanyak 15(lima belas)unit dan 3. Kabupaten Aceh Singkil sebanyak
20(dua puluh)unit, untuk kelancaran pembuatan kontrak terdakwa meminta panjar,
kemudian saksi Usman menyuruh terdakwa untuk mengambil uang  kepada
anaknya(saks Rafdayanti) dirumah Desa Berabung Lorong Tgk. Indra Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu :

1. Pertama tangga 21 Me 2013 sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta
rupiah) ;
2. Kedua tanggal 30 Me 2013 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh jutarupiah) ; dan

3. Ketigatanggal 04 Juni 2013 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).



Oleh saksi Rafdayanti setiap penyerahan uang kepada terdakwa selalu membuat
kwitans atau tanda terima sebaga pertanggungjawaban kepada ayahnya (saksi
M.Usman). Namun Proyek Perumahan Rumah Layak Huni atau Rumah Duafa yang
dijanjikan oleh terdakwa tidak ada atau fiktif dan uang milik saksi korban M.Usman
ternyata digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatan
terdakwa sehingga saksi M.Usman mengalami kerungian sebesar Rp.95.000.000,-

(sembilan puluh limajuta rupiah).*

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa
Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan
yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan iklas oleh para pihak, untuk
itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin
tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, hakim
sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok vyaitu
hal-hal yang memberatkan dan meringakan pidana.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari
terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan
dinila sebaga sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang
demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam
mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang

baik dan jahat dari terdakwa.

* Sayed Kadhim Syah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Juni 2019



1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh
undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam
putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan
yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:
a. Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena
berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain
berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebaga bahan
pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian
dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa
menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.®
Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaaan dan dalam
putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Bna. Dasar pertimbangan hakim
menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan yaitu Terdakwa Msb Bin (Alm)
Abh yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Msb Bin (Alm) Abh dengan pidana
penjara Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; sebagaimana diatur dalam
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Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No0.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU
Kekuasan Kehakiman.
b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasa 184 butir e,
digolongkan sebagai aat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang
dinyatakan terdakwa di sidang tentang pebuatan yang ia lakukan atau
yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam praktik
keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau
penolakan, bak sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut
umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa
sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang digukan oleh
penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa
yang digjukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas
pertanyaan yang digjukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

Dalam persidangan terdakwa memberi keterangan bahwa benar ia telah
menipu korban saksi dalam perihal pembangunan rumah dhuafa. Terdakwa
juga memberi keterangan tentang kronologis kejadian dan siapa sga yang
terlibat dalam kasus tersebut, sehingga hakim mengetahui duduk persoalan
kasus tersebut.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam

menjatuhkan  putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat

dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengena suatu
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peristiva pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami
sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat
sumpah. Menurut Sayed Kadhim Syah,” Bila hakim mempertimbangkan
keterangan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan
saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan
memperjelas sigpa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan
memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum
sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan
jaksa penuntut umum.
d. Barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut
umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian
mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam
pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada
saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau
memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan
selanjutnya minta keterangan seperlunya.

Menurut Hakim;? adanya barang bukti yang terungkap dalam
persidangan akan menambah kenyakinan hakim dalam menilai besar
tidaknya perbuatan yang didakwakan kepadaterdakwa, dan sudah tentu hakim
akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa
maupun para saksi. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan
oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan

oleh terdakwa.
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Barang bukti dalam putusan perkara Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bna
berupa:

1. 1(satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua
puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Tarmizi AR padatanggal 04
Juni 2013 ; Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN
Bna

2. 1(satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta
rupiah) yang diterimaoleh Sdr. Tarmizi AR padatanggal 30 Me 2013

3. 1(satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh
lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Tarmizi AR pada tanggal 31 Mei
2013;

. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah
pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan
terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan
sebagali ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal
tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.
Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu
dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk
membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan
terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam
pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi

unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut



hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur
dalam pasal hukum pidana itu.
2. Pertimbangan non yuridis
a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang
menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa
dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya
merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.
kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan
ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.
Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan
hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah
menentukan pilihan berbuat pidana. Seperti  membutuhkan biaya sangat besar
untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya atau membutuhkan
uang berfoya-foya demi menjaga penampilan dan gengsi di lingkungan

sosialnya.

b. Kondisi terdakwa
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi
keluarganya sehingga hakim mempertimbangkan untuk tidak memberikan
hukum maksimal agar terdakwa dapat segera menafkahi kel uarganya kembali
dan kurang bijaksana dalam berfikir dan mengambil jalan pintas untuk
mendapat sejumlah uang. Hal tersebut menjadi Pertimbangan Hakim untuk

memberikan keringanan karena perbuatan pelaku bukan merupakan suatu bisnis



untuk melakukan kejahatan namun hanya kurangnya tingkat berfikir dalam
mencari jalan keluar dan serta mencari jalan pintas untuk mendapatkan
sejumlah uang.
c. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Menurut  Sayed selaku hakim,” salah satu yang  harus
dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya
tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut
dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal
tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada
dasarnya faktor ekonomilah yang sangat mempengaruhi terdakwa untuk

melakukan kejahatan.

d. Terdakwa mengakui perbuatannya
Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan penipuan.
Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap
saksi korban. Maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk
meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus
terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili
perkara yang dihadapkannya.
f. Sopan dalam persidangan.
Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang
persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap,

bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat
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persidangan berlangsung. 1tu semua merupakan nilal tersendiri bagi hakim sebagai
pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.
Belum pernah dihukum.

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan didasari tuntutan dari penuntut
umum, terdakwa belum pernah terlibat kasus hukum dan belum pernah menjalani
hukuman dan sgjokyanya pemidaan bukan semata-mata sebagai pembalasan sga

tetapi bersifat mendidik dan menberikan efek jera.

Adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya

Setel ah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang
sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi
kesdahannya lagi, dan terdakwa mengembalikan kembali uang hasil tindak
pidananya kepada saksi M. Usman selaku Korban dari tindak pidana penipuan
maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan
sanks pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun
kerugian pada pihak lain. Pada perkara nomor: 20/Pid.B/2019/PN Bna, akibat dari
perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain namun kerugian yang ditimbulkan tidak
besar misalnya pelaku sudah membayar ganti rugi korban. Selain itu, perbuatan terdakwa
telah menodai program pemerintah yang berniat baik untuk membantu masyarakat dengan
membangun rumah dhuafa, hal ini akan meresahkan masyarakat terutama para pelaku
proyek rumah dhuafa. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim yang
meringankan hukuman terdakwa



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

B.

Berdasarkan hasil penelitian mengenal tindak pidana penipuan proyek

pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka

dapat disimpulkan bahwa:

1.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah
dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor ekonomi,
faktor keinginan, faktor kesempatan, faktor lingkungan, faktor peranan korban.

Modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu terdakwa berpura-pura sebagai orang
yang dekat dengan Dinas Cipta Karya, dan memiliki beberapa kenalan di Cipta

Karya Aceh.

. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap

pelaku tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa adalah
pertimbangan yang bersifat yuridis, dakwaan jaksa penuntut umum yaitu
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal -pasal peraturan hukum
pidana dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa,
terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, kondisi terdakwa, keadaan sosial
ekonomi terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya, sopan dalam persidangan,

adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka

dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:



1. Disarankan kepada penegak hukum dalam hal ini hakim agar lebih bijaksana dan adil
dalam memutuskan putusan terhadap terdakwa atau terhadap pelaku tindak pidana.

2. Disarankan kepada penegak hukum agar memberikan pemahaman hukum dan
kesadaran hukum kepada seluruh masyarakat..

3. Pihak penegak hukum disarankan agar membangun sinergi antara kepolisian dengan
intansi pemerintah maupun non pemerintah dan membangun hubungan dengan
masyarakat demi meningkatnya keamanan dan dapat menghukum pelaku dengan
hukuman yang berat agar pelaku mendapatkan efek jera tetapi bukan upaya

pembal asan dendam.
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